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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR PM 59 TAHUN 2020
TENTANG
KESELAMATAN PESEPEDA DI JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 dan Pasal
122 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta mewujudkan
tertib berlalu lintas dan menjamin keselamatan penggunaan
sepeda di jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri

Perhubungan tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan;

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5317);
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Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5468);

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang
Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
KESELAMATAN PESEPEDA DI JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Sepeda adalah kendaraan tidak bermotor yang dilengkapi
dengan stang kemudi, sadel, dan sepasang pedal yang
digunakan untuk menggerakkan roda dengan tenaga
pengendara secara mandiri.

Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan
pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan
bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan
tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan
tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali

jalan rel dan jalan kabel.
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Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan
yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau
perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan,
perintah, atau petunjuk bagi pengguna Jalan.

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat
elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat
dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu
lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau
pada ruas Jalan.

Jalur adalah bagian Jalan yang dipergunakan untuk lalu
lintas kendaraan.

Lajur Sepeda adalah bagian Jalur yang memanjang,
dengan atau tanpa marka Jalan, yang memiliki lebar
cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.
Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak
bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan

pengemudinya.

BAB II
PERSYARATAN KESELAMATAN

Pasal 2
Sepeda yang beroperasi di Jalan harus memenuhi
persyaratan keselamatan.
Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

a. spakbor;

b. Dbel;

c. sistem rem;
d. lampu;

®

alat pemantul cahaya berwarna merah;

f. alat pemantul cahaya roda berwarna putih atau
kuning; dan
g. pedal.
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Pasal 3
Spakbor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
huruf a harus memenuhi persyaratan:
a. mampu mengurangi percikan air ke arah belakang;
dan
b. memiliki lebar paling sedikit sama dengan telapak
ban.
Bel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf
b merupakan alat yang menghasilkan bunyi yang dapat
bersumber dari listrik atau getaran dan harus berfungsi
dengan baik.
Sistem rem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2) huruf ¢ merupakan suatu rangkaian yang terdapat
pada Sepeda untuk memperlambat atau menghentikan
laju Sepeda dan harus berfungsi dengan baik.
Rem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit
dipasang pada roda penggerak sepeda sesuai dengan
besarnya beban.
Lampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
huruf d merupakan alat atau piranti yang memancarkan
cahaya yang dapat dipasang secara permanen atau
sementara pada bagian belakang dan depan Sepeda.
Alat pemantul cahaya berwarna merah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dipasang di
antara rak bagasi dan spakbor pada ketinggian 35 cm
(tiga puluh lima sentimeter) sampai dengan 90 cm
(sembilan puluh sentimeter) di atas permukaan Jalan
atau di bawah sadel.
Alat pemantul cahaya roda berwarna putih atau kuning
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f
dipasang pada jari-jari Sepeda di kedua sisi roda.
Pedal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
huruf g merupakan pijakan kaki yang digunakan sebagai
alat kayuh untuk menggerakan laju Sepeda.
Pedal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilengkapi
dengan alat pemantul cahaya berwarna merah atau

kuning pada bagian atas dan bagian bawah permukaan
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pedal.

Pasal 4
Penggunaan spakbor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) dikecualikan untuk Sepeda balap,
Sepeda gunung, dan jenis Sepeda lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penggunaan lampu dan alat pemantul cahaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), ayat (),
dan ayat (7) dipasang pada malam hari dan kondisi
tertentu.
Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas:
a. kondisi jarak pandang terbatas karena gelap;
b. hujan lebat;
c. terowongan; dan/atau
d. kabut.

Pasal 5
Selain persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2), Sepeda yang dioperasikan di
Jalan harus berdasarkan Standar Nasional Indonesia.
Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 6

Pesepeda yang berkendara di Jalan harus memenuhi

ketentuan:

a. pada kondisi malam hari, pesepeda menyalakan
lampu dan menggunakan pakaian dan/atau atribut
yang dapat memantulkan cahaya;

b. menggunakan alas kaki; dan

c. memahami dan mematuhi tata cara berlalu lintas
meliputi:

1. mengikuti ketentuan perintah dan larangan

khusus Sepeda yang dinyatakan dengan Alat
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